
BUPATI TANA TIDUNG 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG 
NOMOR 25TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 

Rancangan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 

tentang Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tana Tidung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4750);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6322).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 25 TAHUN 

2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula 

sebesar Rp. 1.324.595.936.000,- bertambah sebesar Rp. 

221.817.698.390,- sehingga menjadi Rp. 1.546.413.634.390,- dengan 

rincian sebagai berikut:



1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp. 1.006.063.767.976,-
b. Bertambah Rp. 241.983.901.966,-
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

Rp. 1.248.047.669.942,-

2. Belanja daerah

a. Semula Rp. 1. 324.595.936.000,-
b. Bertambah Rp. 221.817.698.390,-
Jumlah belanja daerah setelah perubahan

Rp. 1. 546.413.634.390,-

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 318.532.168.024,-
2) Berkurang (Rp. 10.166.203.576,-)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp. 308.365.964.448,-

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 10.000.000.000,-
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perub ahan

Rp. 10.000.000.000,-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan

Rp. 298.365.964.448,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.O

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercan  turn dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri 

dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian 

ObjekPendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian



Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan 

bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian 

Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak 

BumidanPertambangan Gas Alam/ tambahan DBH- 

Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian 

Objek Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian 

Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada 

Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang 

APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD 

dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagianyang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini.



Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam 

peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale 
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHi

Diundangkan di Tideng Pale 
padatanggal 30 Agustus 2024

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

MOHD. IDHAMNUR
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024 NOMOR 2 5
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